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SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia
melakukan  kegiatannya, memerlukan persetujuan
bangunan gedung dalam rangka menciptakan keamanan
dan kenyamanan penghuni gedung;

bahwa guna memberikan kepastian hukum dan layanan
kepada masyarakat yang membutuhkan Persetujuan
Bangunan Gedung, maka diperlukan pengaturan
mengenai  pedoman = penyelenggaraan  Persetujuan
Bangunan Gedung pada Masa Transisi sebelum
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 347
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah
Daerah harus menyediakan Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah
Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan wusaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang cagar budaya.

Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya
disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena
fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan
tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di
sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.

Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH
adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis
Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber
daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan
fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan
penyelenggaraannya.

Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN
adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang
menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan
dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana
anggaran dan pendapatan negara, anggaran dan
pendapatan daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK
adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan
lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum
atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya
di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum
adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi
hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan
lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko
pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan
jadwal pelaksanaan pembongkaran.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak
atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang
diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan
PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa
konstruksi.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik
berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses
penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan
Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim
yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis
dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah
tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang
terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan
Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam
proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan
Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu)
lantai dengan luas paling banyak 72 m? (tujuh puluh dua
meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai
dengan luas lantai paling banyak 90 m? (sembilan puluh
meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan
SLF perpanjangan.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik
adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan
diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan
inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi
pemerintah pusat.

Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut
Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan
oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan
tugas TPA, TPT, dan Penilik.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat
ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang
harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan
Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi
Bangunan Gedung.

Pemanfaatan = Bangunan Gedung adalah  kegiatan
memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.

Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi
kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk
melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.

Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi yang
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem
manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam
rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.

Masa Transisi Izin Mendirikan Bangunan ke PBG adalah
masa peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi,
tempat dan sebagainya ke keadaaan, tindakan, kondisi
atau tempat lain, dalam Peraturan Bupati ini adalah masa
peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan ke PBG.



(1)

(2)

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
penyelenggaraan penerbitan PBG di Daerah, dalam
mengatur masa transisi dari Izin Mendirikan Bangunan ke
PBG dan penugasan TPT/TPA sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung dan Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

a. mewujudkan Bangunan Gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan tata
ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk
menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung sesuai
peraturan perundang-undangan;

b. memberikan kepastian hukum kepada pemilik
bangunan dalam rangka penyelenggaraan PBG;

c. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan

d. ketertiban dalam penyelenggaraan
perizinan/nonperizinan di Daerah; dan

e. memberikan kepastian kepada pemilik bangunan
terkait dengan pembayaran retribusi PBG.

BAB II

MASA TRANSISI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KE PBG

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Masa transisi Izin Mendirikan Bangunan merupakan
masa peralihan Izin Mendirikan Bangunan menjadi PBG.

Permohonan PBG diajukan melalui SIMBG dengan
ketentuan dan standar teknis PBG sesuai peraturan
perundang-undangan.

Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan setelah
tanggal 2 Agustus 2021 diajukan kembali oleh pemohon
atau dapat dilakukan pengajuan kembali melalui akun
Dinas PM dan PTSP sebagai PBG melalui SIMBG.



(1)

BAB III
PERSYARATAN PENERBITAN PBG
Pasal 4

Pengajuan PBG untuk Fungsi Hunian dengan
Kompleksitas  Sederhana melalui SIMBG dengan
melampirkan syarat-syarat:

a. data umum

1.

2.
3.

informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAS);

informasi KRK/KKPR;

surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik
tanah dan pemilik Bangunan Gedung, dalam hal
pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung; dan

.data penyedia jasa perencana konstruksi badan

usaha atau perseorangan. arsitek berlisensi, dalam
hal tidak ada penyedia  jasa perencana
konstruksi/arsitek, pemilik dapat menggunakan
desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa.

b. data teknis: tanah

1.

gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada
area/persil yang akan dibangun, bila ada Bangunan
Gedung pada area/persil yang akan dibangun;

.gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan

tanah untuk bangunan sederhana; dan

. untuk ketentuan pada angka 2 bersifat opsional pada

bangunan maksimal 2 (dua) lantai.

c. data teknis: arsitektur

1.

gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan,
tampak dan detail Bangunan Gedung; dan

. spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural.

d. data teknis: struktur

1.

perhitungan teknis sederhana (bila ada hanya untuk
bangunan 1 (satu) lantai) dan gambar rencana
fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan
rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya,
dalam hal Bangunan Gedung lebih dari 1 (satu) lantai
maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar
rencana plat lantai 2 (dua), serta gambar dinding
geser (bila ada), gambar basemen (bila ada);

. gambar detail struktur;



(2)

3.

8

spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural; dan

. spesifikasi yang dimaksud pada angka 3 antara lain:

material retrofit/perbaikan/pembaharuan, material
struktur penahan gempa, pracetak prategang
sambungan mekanis.

e. data teknis: mekanikal, elektrikal, dan plambing

1.

perhitungan teknis sederhana (bila ada untuk
bangunan maksimal 2 (dua) lantai) dan gambar
jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan;

. perhitungan teknis (bila ada untuk bangunan

maksimal 2 (dua) lantai) dan gambar rencana sistem
sanitasi yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air
limbah, air hujan, drainase, dan persampahan; dan

. spesifikasi teknis jenis, tipe, dan karakteristik

material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan perpipaan (plambing).

Pengajuan PBG untuk Fungsi Hunian dengan
Kompleksitas Tidak Sederhana maksimal 2 (dua) lantai
melalui SIMBG dengan melampirkan syarat-syarat:

a. data umum

1.

2.
3.

informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAS);

informasi KRK/KKPR;

surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik
tanah dan pemilik Bangunan Gedung, dalam hal
pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung;

.dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan

perundangan;

.data penyedia jasa perencana konstruksi badan

usaha atau perseorangan. arsitek berlisensi, dalam
hal tidak ada penyedia  jasa perencana
konstruksi/arsitek, pemilik dapat menggunakan
desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa;
dan

.dokumen rencana pengelolaan tapak, efisiensi

penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas
udara dalam ruang, penggunaan material ramah
lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air
limbah (bila bangunan gedung disyaratkan BGH).
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b. data teknis: tanah

1.

gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada
area/persil yang akan dibangun, bila ada Bangunan
Gedung pada area/persil yang akan dibangun;

. gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan

tanah untuk bangunan sederhana; dan

.untuk ketentuan pada angka 2 bersifat opsional pada

bangunan maksimal 2 (dua) lantai.

c. data teknis: arsitektur

1

. gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan,

tampak dan detail Bangunan Gedung; dan

. spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural.

d. data teknis: struktur

1.

perhitungan teknis sederhana (bila ada hanya untuk
bangunan 1 (satu) lantai) dangambar rencana
fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan
rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya,
dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 (satu) lantai
maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar
rencana plat lantai 2 (dua), serta gambar dinding
geser (bila ada), gambar basemen (bila ada);

. gambar detail struktur;

3. spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural; dan

. spesifikasi yang dimaksud angka 3 antara lain:

material retrofit/perbaikan/pembaharuan, material
struktur penahan gempa, pracetak prategang
sambungan mekanis.

e. data teknis: mekanikal, elektrikal, dan plambing

1.

perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau
horizontal) bila disyaratkan;

. perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang

berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail bila disyaratkan;

. gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang

terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy) bila disyaratkan;
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. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem

proteksi petir bila disyaratkan;

. perhitungan teknis dan gambar rencana sistem

sanitasi yang terdiri pengelolaan air bersih, air
limbah, air hujan, drainase, dan persampahan
(termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3 bila
disyaratkan;

. perhitungan teknis (bila ada) dan gambar rencana

detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm, hidran,
sprinkler, smoke extractor, presurrized fan dan APAR)
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
bila disyaratkan; dan

. spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik

material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan perpipaan (plambing).

Pengajuan PBG untuk Fungsi Hunian dengan
Kompleksitas Tidak Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai
melalui SIMBG dengan melampirkan syarat-syarat:

a. data umum

1

.informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin

Tinggal Terbatas (KITAS);

2. informasi KRK/KKPR;

. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik

tanah dan pemilik Bangunan Gedung, dalam hal
pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung;

.dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan

perundangan;

.data penyedia jasa perencana konstruksi badan

usaha atau perseorangan. arsitek berlisensi, dalam
hal tidak ada  penyedia jasa  perencana
konstruksi/arsitek, pemilik dapat menggunakan
desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa;
dan

.dokumen rencana pengelolaan tapak, efisiensi

penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas
udara dalam ruang, penggunaan material ramah
lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air
limbah (bila bangunan gedung disyaratkan BGH).

b. data teknis: tanah

1.

gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada
area/persil yang akan dibangun, bila ada Bangunan
Gedung pada area/persil yang akan dibangun; dan

. gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan

tanah.
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c. data teknis: arsitektur

1.

gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan,
tampak dan detail Bangunan Gedung; dan

. spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural.

d. data teknis: struktur

1.

perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi,
basemen kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap,
penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal
bangunan gedung lebih dari 1 (satu) lantai maka
dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar
rencana plat lantai 2 (dua)). gambar dinding geser
(bila ada) gambar basemen (bila ada);

. gambar detail struktur; dan

3. spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural).

e. data teknis: mekanikal, elektrikal, dan plambing

1

. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem

transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau
horizontal) bila disyaratkan;

. perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang

berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail bila disyaratkan;

. gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang

terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy) bila disyaratkan;

. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem

proteksi petir bila disyaratkan;

. perhitungan teknis dan gambar rencana sistem

sanitasi yang terdiri pengelolaan air bersih, air
limbah, air hujan, drainase, danpersampahan
(termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3 bila
disyaratkan);

. perhitungan teknis (bila ada) dan gambar rencana

detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm, hidran,
sprinkler, smoke extractor, presurrized fan dan APAR)
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
bila disyaratkan; dan

. spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik

material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan perpipaan (plambing).
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Pengajuan PBG melalui SIMBG untuk:

a.

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dengan Desain Prototipe sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung dengan Penyesuaian Desain  Prototipe
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung dengan Desain mengikuti Ketentuan Pokok
Tahan Gempa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Kepentingan Umum dengan Prosedur Normal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Kepentingan Umum dengan Pertelaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Kepentingan Umum Bertahap sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Kolektif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Prasarana

Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Fungsi Campuran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Eksisting sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Mengubah,

Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat
Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini; dan
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l. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran
Bangunan Gedung melalui SIMBG sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV
TPA, TPT, PENILIK, DAN SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5
Penyelenggara Bangunan Gedung terdiri dari:
TPA;
TPT;

b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

Penilik; dan

Sekretariat.

Bagian Kedua
TPA
Pasal 6

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
disusun dalam basis data yang disediakan oleh
Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah memilih anggota TPA untuk bekerja di
wilayah administratifnya dari basis data yang disusun
oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).
TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
Profesi Ahli dari unsur:

a. perguruan tinggi atau pakar; dan
b. Profesi Ahli.

Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki kompetensi yang meliputi bidang:

a. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;
b. struktur Bangunan Gedung;

c. mekanikal Bangunan Gedung;

d. elektrikal Bangunan Gedung;

¢]

. sanitasi, drainase, perpipaan (plambing), pemadam
kebakaran Bangunan Gedung;

BGCB;
BGH;

. pertamanan atau lanskap;

50

o

tata ruang dalam Bangunan Gedung;



()

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

14

j. keselamatan dan kesehatan kerja;

k. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau
l. keahlian lainnya yang dibutuhkan.
TPA mempunyai tugas:

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan
pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses
konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan

b. memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan
Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan
memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon
dalam proses konsultasi Pembongkaran.

Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, TPA
dapat melibatkan Masyarakat adat.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RDTR
dan/atau RTBL, TPA dapat memberikan pertimbangan
teknis kepada pemerintah Daerah terkait informasi KRK.

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan
penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, TPA dapat memberikan masukan.

Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses
verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta
dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat BGH
berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

Hasil kerja TPA dituangkan secara tertulis dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

TPA menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) secara profesional, objektif, tidak
menghambat proses konsultasi PBG dan RTB, dan tidak
mempunyai konflik kepentingan.

Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukan
dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan:

a. pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota TPA
sesuai dengan bidang keahliannya; dan

b. pertanggungjawaban TPA sebatas pada pertimbangan
teknis dan/atau masukan yang disampaikan.

TPA bertanggung jawab terbatas pada substansi dari
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (7), sedangkan tanggung jawab dari dokumen
rencana teknis atau RTB tetap melekat pada penyedia
jasa.
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Dalam hal anggota TPA mempunyai konflik kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari penugasan
tersebut.

Dalam hal anggota TPA menemukan adanya konflik
kepentingan terkait dengan penugasan anggota lainnya,
anggota tersebut dapat melaporkan kepada Sekretariat
dengan disertai barang bukti.

Pasal 8

Pembentukan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi:

a. penetapan perkiraan kebutuhan termasuk kriteria dan
jumlah anggota TPA;

b. pemilihan anggota TPA dari basis data yang disusun
Pemerintah Pusat;

c. pengusulan calon anggota TPA kepada Sekretariat;
d. penetapan anggota TPA oleh pemerintah Daerah.

Penetapan perkiraan kebutuhan termasuk kriteria dan
jumlah anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan berdasarkan pertimbangan, terhadap
perkiraan beban tugas TPA untuk efektivitas serta
efisiensi pelaksanaan tugas TPA.

Pemilihan calon anggota TPA dari basis data yang disusun
Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian,
domisili, dan ketersediaan waktu dari setiap personil TPA.

Penetapan anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditetapkan melalui Keputusan Bupati
berdasarkan usulan Sekretariat.

Penugasan TPA mengacu pada tugas TPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan oleh
DPUPR.

Tata cara penugasan TPA dilakukan dalam rangka:

a. pemeriksaan dokumen rencana teknis Bangunan
Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan
pemberian pertimbangan teknis serta rekomendasi
dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan
Gedung; dan

b. pemeriksaan dokumen RTB terhadap pemenuhan
Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan
memberikan pertimbangan teknis dalam proses
konsultasi Pembongkaran.
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Tata cara penugasan TPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) meliputi:

a. Sekretariat mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi
Bangunan Gedung yang dimohonkan;

b. Sekretariat menugaskan anggota TPA  dengan
mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi
setiap anggota TPA dengan fungsi dan klasifikasi
Bangunan Gedung yang dimohonkan;

c. dalam hal proses penerbitan PBG untuk BGCB,
penugasan TPA melibatkan Tenaga Ahli BGCB;

d.dalam hal proses penerbitan PBG untuk BGH,
penugasan TPA melibatkan Tenaga Ahli BGH; dan

e. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses
pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPA.

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan
pemenuhan Standar Teknis oleh TPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:

a. penetapan jadwal melalui SIMBG; dan
b. penyampaian daftar undangan melalui SIMBG.

Sekretariat menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf a disertai dengan penyampaian
dokumen rencana teknis atau RTB kepada Pengkaji
Teknis melalui SIMBG.

Bagian Ketiga
TPT
Pasal 9

Anggota TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b meliputi:

a. pejabat struktural pada DPUPR;

b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan
perumahan;

c. pejabat struktural dari Perangkat Daerah lain terkait
Bangunan Gedung; dan/atau

d. pejabat fungsional dari Perangkat Daerah lain terkait
Bangunan Gedung.

Pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat berasal dari
Perangkat Daerah yang membidangi:

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
b. Dinas Lingkungan Hidup; dan/atau

c. Satuan Polisi Pamong Praja.
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TPT mempunyai tugas:

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar
Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada
Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan
Bangunan Gedung;

b. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;

c. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa
rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan
pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses
konsultasi Pembongkaran; dan

d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi
kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam
memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB
dapat dibantu oleh TPA.

Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, TPT
dapat melibatkan Masyarakat adat.

TPT menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) secara profesional, objektif, tidak menghambat proses
konsultasi PBG dan RTB, dan tidak mempunyai konflik
kepentingan.

Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukan
dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan ketentuan:

a. pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota TPT
sesuai dengan bidang keahliannya; dan

b. pertanggungjawaban TPT sebatas pada pertimbangan
teknis dan/atau masukan yang disampaikan.

Pasal 10

Pembentukan TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b meliputi:

a. penetapan perkiraan kebutuhan jumlah anggota TPT;
dan

b. penetapan anggota TPT oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan perkiraan kebutuhan jumlah anggota TPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
berdasarkan pertimbangan terhadap perkiraan beban
tugas TPT untuk efektivitas serta efisiensi pelaksanaan
tugas TPT.

Penetapan anggota TPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan berdasarkan usulan Sekretariat.

Penugasan TPT mengacu pada tugas TPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melalui surat penugasan
dari Sekretariat.
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Penugasan TPT dilakukan untuk:

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar
Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada
Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan
Bangunan Gedung;

b. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
dan

c. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa
rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan
pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses
konsultasi Pembongkaran.

Tata cara penugasan TPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (S5) meliputi:

a. Sekretariat menugaskan anggota TPT berdasarkan
permohonan  konsultasi dalam SIMBG dengan
mempertimbangkan beban kerja; dan

b. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses
pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPT.

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan
pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b paling sedikit meliputi:

a. penetapan jadwal melalui SIMBG; dan
b. penyampaian daftar undangan melalui SIMBG.

Sekretariat menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a disertai dengan penyampaian
dokumen rencana teknis, dokumen SLF perpanjangan,
atau RTB kepada TPT melalui SIMBG.

Bagian Keempat
Penilik
Pasal 11

Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
status kepegawaian sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara.

Dalam hal jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi,
Penilik dapat berasal dari pegawai honorer yang diangkat
oleh Pemerintah Daerah.

Penilik memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan
Bangunan Gedung secara administratif agar
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan
oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Penilik menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai
konflik kepentingan.

Tugas Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan pada masa:

a. konstruksi;
b. Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
c. Pembongkaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a, Penilik melakukan inspeksi untuk
mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan.

Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) meliputi:

a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah
Daerah;

b. melakukan pemeriksaan kesesuaian peraksanaan
konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan
ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah,
pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan
pekerjaan mekanikal elektrikal;

c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya
ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi;

d. meminta justifikasi teknis kepada pemilik dalam hal
ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana
teknis (detail engineering design) dengan gambar
rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh
kondisi lapangan;

e. memberikan peringatan kepada  penyelenggara
Bangunan Gedung dalam hal ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan
manajemen keselamatan konstruksi;

f. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah
dan mengunggahnya kedalam SIMBG;

. menyaksikan (commissioning test);

oQ

h. membuat laporan pelaksanaan pengujian
(commissioning test) dan  kesaksian  pengujian
mengunggahnya ke dalam SIMBG;

i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam
hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, Penilik melakukan inspeksi dalam rangka
pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) meliputi:

a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah
Daerah;
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b. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

c. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang
membahayakan pengguna dan lingkungan;

d. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya
kedalam SIMBG; dan

e. melaporkan kepada pemerintah Daerah dalam hal
ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang
membahayakan pengguna dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf c, Penilik melakukan inspeksi untuk
Pembongkaran Bangunan Gedung.

Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) meliputi:

a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah
Daerah;

b. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan
Pembongkaran dengan RTB;

c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya
ke dalam SIMBG; dan

d. melaporkan kepada pemerintah Daerah dalam hal
ditemukan  ketidaksesuaian antara  pelaksanaan
Pembongkaran dengan RTB.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
merupakan tim yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas
TPA, TPT, dan Penilik.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
tugas dalam:

a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohonan PBG, SLF perpanjangan, dan RTB;

b. pembentukan dan penugasan TPA;
c. pembentukan dan penugasan TPT;

d. administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;
dan

e. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan
Penilik.
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Pasal 13

Administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d
meliputi:

a. penugasan anggota TPA, TPT, dan Penilik;

b. penyiapan tempat dan konsumsi kegiatan pemeriksaan
pemenuhan Standar Teknis;

c. penyiapan biaya pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan
Penilik;

d. pendokumentasian pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan
Penilik; dan

e. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi
lainnya.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ meliputi:

a. biaya operasional Sekretariat;
b. biaya pelaksanaan konsultasi;
c. honorarium TPA, TPT, dan Penilik; dan
d. biaya perjalanan dinas TPA dan Penilik.

Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah pada daftar isian pelaksanaan anggaran DPUPR.

Biaya operasional Sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. operasional Sekretariat;

b. honor Sekretariat;

c. pengadaan peralatan; dan
d. pengadaan alat tulis kantor.

Biaya pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan pendanaan
penyelenggaraan konsultasi meliputi:

a. sewa ruang;
b. penggandaan dokumen; dan/atau
c. konsumsi.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. honorarium orang per bulan; dan/atau

b. honorarium orang per jam.



(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan sesuai dengan beban kerja dan pendanaannya
mengacu pada standar biaya orang per bulan dan/atau
orang per jam yang berlaku di Daerah tempat TPA, TPT,
Penilik, dan Pengkaji Teknis bertugas.

Bentuk dan besaran honorarium TPA, TPT, dan Penilik
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, Penilik,
dan Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap pemenuhan
pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik sesuai dengan
surat penugasan.

Dalam hal Sekretariat menemukan adanya konflik
kepentingan pada anggota TPA, TPT, atau dalam
menjalankan tugasnya, Sekretariat dapat mencabut dan
menggantikan anggota tersebut dengan anggota lainnya.

BAB YV
RETRIBUSI
Pasal 16

Penetapan nilai retribusi PBG dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo berdasarkan perhitungan teknis untuk
retribusi.

PBG yang diajukan sebagai pengganti Izin Mendirikan
Bangunan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan tarif retribusi sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

PBG yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini dikenakan tarif retribusi sesuai dengan
perhitungan teknis retribusi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disetorkan ke
kas negara sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah tentang Retribusi PBG.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemeriksaan
dokumen rencana teknis Bangunan Gedung akan dilaksanakan
oleh TPT sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang Bangunan Gedung dan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan TPA Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 71
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN DESAIN PROTOTIPE

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan

(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

Data Teknis: Tanah

5. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk | Bila ada Bangunan Gedung
gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) | pada area/ persil yang akan
pada area/persil yang akan dibangun dibangun

6. | Gambar dan/ atau Uraian Kontur Tanah dan | sesuai dengan yang

Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah

dipersyaratkan Prototipe

Data Teknis: Arsitektur

7.

Gambar Purwarupa

Gambar Prototipe
disediakan oleh Pemerintah
/ Pemerintah Daerah

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI




25

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN PENYESUAIAN DESAIN PROTOTIPE

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan

gedung

4. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan

5. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan | Bila disyaratkan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

6. | Data

* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi

Data Teknis: Tanah

7. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk | Bila ada Bangunan Gedung
gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) | pada area/ persil yang akan
pada area/persil yang akan dibangun dibangun

8. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah

Data Teknis: Arsitektur

9.

Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain
Prototipe Rumah Tinggal

Gambar Purwarupa
Rumah Tinggal disediakan
oleh Pemerintah /
Pemerintah Daerah.
Pemilik Bangunan Gedung

tinggal memilih  desain
purwarupa = yang ingin
digunakan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN DESAIN MENGIKUTI KETENTUAN POKOK TAHAN GEMPA

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
5. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan | Bila disyaratkan

(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

Data Teknis: Tanah

6. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk | Bila ada Bangunan Gedung
gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) | pada area/ persil yang akan
pada area/persil yang akan dibangun dibangun

7. | Gambar dan/ atau Uraian Kontur Tanah dan

Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah

Data Teknis: Arsitektur

8. | Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa
9. | Perletakan titik lampu dan stop kontak
10. | Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun) Disampaikan oleh dinas

kepada pemohon

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KEPENTINGAN UMUM DENGAN PROSEDUR NORMAL

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan

gedung

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | Bila dibutuhkan

S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan

6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

7. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha

atau perseorangan

* Arsitek berlisensi

8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk Dalam hal Bangunan
fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor | Gedung adalah fungsi
Wilayah Kementerian Agama keagamaan

Data Teknis: Tanah

9. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk | Bila ada Bangunan Gedung
gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) | pada area/ persil yang akan
pada area/persil yang akan dibangun dibangun

10. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah

Data Teknis: Arsitektur

11. | Konsep Rancangan Arsitektur

12. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

13. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang
Luar

14. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

15. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan Untuk
memastikan konektivitas
yang baik antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase

lingkungan/ perkotaan.

Data Teknis: Struktur

16.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi,
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya

1. Dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka dilengkapi
gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding geser




28

(bila ada)
3. Gambar basemen
ada)

(bila

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail
sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau Horizontal)

Bila disyaratkan

20.

Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang
berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail

Bila disyaratkan

21.

Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang
terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)

Khusus untuk energi baru
terbarukan, bila
disyaratkan

22.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail
sistem Penangkal/ Proteksi Petir.

Bila disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail
sistem Komunikasi Internal &External, sistem data
(IT)

Bila disyaratkan

24.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
sistem tata suara/ tata suara evakuasi

Bila disyaratkan

25.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
sistem kontrol otomatisasi (Building automation
system)

Bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
sistem keamanan (security system) dan kontrol akses
(access control)

Bila disyaratkan

27.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail
Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase,
Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3

sistem
bila

untuk
B3,

Khusus
pengelolaan
disyaratkan

28.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail
Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke
extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran

Bila disyaratkan

29.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail
Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR)
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran

Khusus untuk fire alarm,
bila disyaratkan

30.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail
sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata
udara gedung

Bila disyaratkan

31.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
sistem gondola

Bila disyaratkan

32.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas
medis dan gas bakar

Bila disyaratkan

33.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
sistem informasi manajemen antara lain rumah
sakit; dan lainnva

Bila disyaratkan

34.

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail
pneumatic tube

Bila disyaratkan

35.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/ bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

36.

Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;

Bangunan Gedung dengan
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37. | Perhitungan dan rencana teknispencapaian efisiensi
energi

38. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi
air

39. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah

40. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air
limbah

41. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon

42. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan
perkiraan siklus hidup BGH

43. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan

44. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/ atau

data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja
konstruksi di bidang bangunan Gedung yang
memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

kategori sebagai berikut

wajib menyampaikan

dokumen tambahan BGH

yang melibatkan Tenaga

Ahli BGH

* Bangunan gedung kelas 4
dan 5 di atas empat lantai
dengan luas min50.000
m?2

* Bangunangedung kelas 6,
7 dan 8 di atas empat
lantai dengan luas lantai
min 5.000 m2

* Bangunan gedung kelas
9a dengan luas di atas
20.000 m2

* Bangunan gedung dan
BGN kelas 9b dengan luas
di atas10.000 m2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan
bangunan Gedung  hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait

diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KEPENTINGAN UMUM DENGAN PERTELAAN

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | Bila dibutuhkan
S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
7. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk Dalam hal Bangunan
fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor | Gedung adalah fungsi
Wilayah Kementerian Agama keagamaan
9. | Dokumen Pertelaan Dalam hal bangunan
gedung terdiri dari Satuan
Unit Bangunan Gedung
(SUBG) dan/ atau Satuan
Unit Rumah Susun
(Sarusun) yang dapat

dimiliki lebih dari 1 (satu)

orang atau Badan Hukum.
**

Data Teknis: Tanah

10. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk | Bila ada Bangunan Gedung
gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) | pada area/ persil yang akan
pada area/persil yang akan dibangun dibangun

11. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah

Data Teknis: Arsitektur

12. | Konsep Rancangan Arsitektur

13. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

14. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang
Luar

15. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

16. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan Untuk
memastikan konektivitas
yang baik antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase




31

| lingkungan/ perkotaan.

Data Teknis: Struktur

17. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, | 1. Dalam hal bangunan
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka gedung lebih dari 1
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya lantai maka dilengkapi

gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding geser
(bila ada)

3. Gambar basemen (bila
ada)

18. | Gambar Detail Struktur

19. | Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

20. | Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau Horizontal)
21. | Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang | Bila disyaratkan
berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail
22. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang | Khusus untuk energi baru
terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan |terbarukan, bila
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan | disyaratkan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)
23. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Penangkal/ Proteksi Petir
24. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Komunikasi Internal &External, sistem data
(IT)
25. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem tata suara/ tata suara evakuasi
26. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem kontrol otomatisasi (Building automation
system)
27. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem keamanan (security system) dan kontrol akses
(access control)
28. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk sistem
Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan | pengelolaan B3, bila
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, | disyaratkan.
Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3
29. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Bila disyaratkan
Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke
extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran
30. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk fire alarm,
Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) | bila disyaratkan
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
31. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail tata | Bila disyaratkan
udara gedung
32. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem gondola
33. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas | Bila disyaratkan
medis dan gas bakar
34. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan

sistem informasi manajemen antara lain rumah
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sakit; dan lainnva

35. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
pneumatic tube
36. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/ bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)
37. | Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak Bangunan Gedung dengan
38. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi | kategori sebagai berikut
energi wajib menyampaikan
39. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi | dokumen tambahan BGH
air yang melibatkan Tenaga
40. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah | Ahli BGH
41. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air | * Bangunan gedung kelas 4
limbah dan 5 di atas empat lantai
42. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon dengan luas min50.000
43. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan m2
perkiraan siklus hidup BGH * Bangunangedung kelas 6,
44. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan 7 dap 8 di atas empat
45. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/ atau | lantai dengan luas lantai

data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja
konstruksi di bidang bangunan Gedung yang
memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

min 5.000 m2

* Bangunan gedung kelas
9a dengan luas di atas
20.000 m2

* Bangunan gedung dan
BGN kelas 9b dengan luas
di atas10.000 m2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan
bangunan Gedung hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
** Minimal Berisi:

gambar yang menunjukkan bagian bersama;
gambar yang menunjukkan benda bersama;

gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/ atau sarusun

fungsi campuran; dan
perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM BERTAHAP

No. | Ketentuan Dokumen | Keterangan | Tahap I | Tahap II | Tahap III
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS* v
2. | Informasi KRK/KKPR* \%
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Dalam hal pemilik tanah bukan \Y
Pemilik Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bila dibutuhkan \
S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan \
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, \Y
UKL/UPL, SPPL)*
7. | Data \Y
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan
» Arsitek berlisensi
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan Dalam hal Bangunan Gedung \Y
dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah fungsi keagamaan
9. | Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap Surat pernyataan komitmen v
tahap dengan menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, memuat:
struktur dan MEP tidak akan berubah 1. Intensitas Bangunan dan jarak
bebas
2. Bentuk masa bangunan
3. Jumlah Jantai dan lapis
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7.

8.

bangunan, dalam hal
intensitas dan mean of egress
Fungsi bangunan

Sistem dan konfigurasi fondasi
sesuai dengan Beban Muatan
bangunan

transportasi vertikal dan shaft
Sarana penyelamatan diri/
evakuasi (mean of egress)
rancangan desain  proteksi
kebakaran.

10.

Dokumen Pertelaan

Dalam hal bangunan gedung
terdiri dari Satuan Unit Bangunan
Gedung (SUBG) dan/ atau Satuan
Unit Rumah Susun (Sarusun)
yang dapat dimiliki lebih dari 1

(satu) orang atau Badan Hukum.
*%

Data Teknis: Tanah

11. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan \Y
gedung yang sudah ada (eksisting pada area/ persil yang akan
dibangun

12. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk \Y
bangunan sederhana

Data Teknis: Arsitektur

13. | Konsep Rancangan Arsitektur \

14. | Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, \Y%
Tampak dan detail Bangunan Gedung

15. | Gambar rancangan tapak \4

16. | Gambar rancangan denah \

17. | Gambar rancangan tampak \

18. | Gambar rancangan potongan A

19. | Gambar rancangan detail bangunan

20. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam

21. | Gambar Rencana Tata Ruang Luar \
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22. | Spesifikasi teknis umum

23. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus
(Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan
secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

24. | Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan Untuk
memastikan konektivitas yang
baik antara drainase Bangunan
Gedung terhadap drainase
lingkungan/ perkotaan.

Data Teknis: Struktur

25. | Rencana skematik struktur

26. | Perhitungan dan Rencana Dewatering 1. Dalam hal bangunan gedung v
27. | Perhitungan Teknis Struktur bawah lebih dari 1 lantai maka v
28. | Gambar rencana teknis Fondasi dilengkapi gambar rencana v
29. | Gambar rencana teknis pile cap tangga dan gambar rencana \4
30. | Gambar rencana teknis tied beam plat lantai. v
31. | Gambar rencana teknis Basemen 2. Gambar dinding geser (bila \Y
32. | Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen ada) v
33. | Perhitungan teknis struktur atas 3. Gambar basemen (bila ada) v
34. | Gambar rencana teknis Kolom \4
35. | Gambar rencana teknis Pembalokan \4
36. | Gambar rencana teknis Dinding geser v
37. | Gambar rencana teknis Pengaku (bracing) \4
38. | Gambar rencana teknis Pelat \4
39. | Gambar rencana teknis Rangka Atap A
40. | Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus A
41. | Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka \Y
atap, peralatan mekanis khusus
42. | Spesifikasi Teknis umum \%
43. | Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik v

material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh
untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

44. | Konsep perancangan MEP
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45. | Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (underground
services)

46. | Laporan perhitungan analisis MEP di luar bawah tanah \

47. | Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah
tanah (underground services)

48. | Gambar rencana teknis sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau Bila disyaratkan \%
Horizontal)

49. | Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang Bila disyaratkan \%
berdampak pada lingkungan sekitar

50. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari Khusus untuk energi baru \Y
gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), | terbarukan, bila disyaratkan
pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)

S1. | Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir Bila disyaratkan \4

52. | Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, Bila disyaratkan \
sistem data (IT)

53. | Gambar rencana teknis sistem tata suara/ tata suara evakuasi Bila disyaratkan \

54. | Gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (Building Bila disyaratkan \Y
automation system)

55. | Gambar rencana teknis sistem keamanan (security system) dan Bila disyaratkan \Y
kontrol akses (access control)

56. | Rencana Teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Khusus untuk sistem pengelolaan \Y
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan B3, bila disyaratkan.
sistem pengelolaan limbah B3

S57. | Gambar Rencana Teknis detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, Bila disyaratkan \Y
sprinkler, smoke extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran

58. | Gambar Rencana Teknis Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, Khusus untuk fire alarm, bila \Y
dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran disyaratkan

59. | Gambar rencana teknis tata udara gedung Bila disyaratkan \4

60. | Gambar rencana teknis sistem gondola Bila disyaratkan \

61. | Gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar Bila disyaratkan \

62. | Gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain Bila disyaratkan \Y
rumah sakit; dan lainnva

63. | Gambar rencana teknis pneumatic tube Bila disyaratkan \4
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64. | Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan \%
gedung
65. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/ bahan \Y
yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)
66. | Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak Bangunan Gedung dengan \4
67. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi kategori sebagai berikut wajib \4
68. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air menyampaikan dokumen v
69. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah tambahan BGH yang melibatkan v
70. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah Tenaga Ahli BGH v
71. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon * Bangunan gedung kelas 4 dan 5 \
72. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup di atas empat lantai dengan luas Y
BGH min. 50.000 m2
73. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan * Bangunan gedung kelas 6, 7 v
74. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/ atau data tenaga ahli | dan 8 di atas empat lantai v

yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan
Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

dengan luas lantai min 5.000
m?2
* Bangunan gedung kelas 9a
dengan luas di atas 20.000 m2
* Bangunan gedung dan BGN
kelas 9b dengan luas di atas
10.000 m2

Yang dimaksud dengan sertifikat
pelatihan bangunan Gedung
hijau adalah bukti telah
mengikuti dan lulus pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

** Minimal Berisi:
- gambar yang menunjukkan bagian bersama;
- gambar yang menunjukkan benda bersama;
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/ atau sarusun fungsi campuran; dan
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.
ETIK SURYANI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
S. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
6. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi
7. | Masterplan atau Siteplan dari kumpulan BG kolektif
8. | Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat Dokumen ini dimintakan

dan batas-batas bangunan gedung yang akan
dipecah

bukan pada fase PBG, akan
tetapi dimintakan pada fase
SLF per wunit bangunan
serta penerbitan SBKBG-
nya

Data Teknis: Tanah

9. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar | Bila ada Bangunan Gedung
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada | pada area/ persil yang akan
area/persil yang akan dibangun dibangun

10. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah

Data Teknis: Arsitektur

11. | Konsep Rancangan Arsitektur
12. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung
13. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang
Luar
14. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)
15. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan Untuk
memastikan konektivitas

yang baik antara drainase
Bangunan Gedung terhadap
drainase lingkungan/
perkotaan

Data Teknis: Struktur

16.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi,
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya

1. Dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka dilengkapi
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gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.
2. Gambar
(bila ada)
3. Gambar basemen
ada)

dinding geser

(bila

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19. | Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau Horizontal)
20. | Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang | Bila disyaratkan
berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail
21. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang | Khusus untuk energi baru
terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan |terbarukan (renewable
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan | energy), bila disyaratkan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)
22. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Penangkal/ Proteksi Petir
23. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Komunikasi Internal &External, sistem data
(IT)
24. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
tata suara/ tata suara evakuasi
25. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
kontrol otomatisasi (Building automation system)
26. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
keamanan (security system) dan kontrol akses (access
control)
27. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk sistem
Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan | pengelolaan B3, bila
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, | disyaratkan.
Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3
28. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Bila disyaratkan
Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke
extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran
29. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk fire alarm,
Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) | bila disyaratkan
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
30. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata
udara gedung
31. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
gondola
32. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas | Bila disyaratkan
medis dan gas bakar
33. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan
lainnva
34. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
pneumatic tube
35. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik
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material/ bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
** Minimal Berisi:

gambar yang menunjukkan bagian bersama;

gambar yang menunjukkan benda bersama;

gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/ atau sarusun
fungsi campuran; dan

perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Prasarana bukan pemilik prasarana

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | Bila dibutuhkan

5. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

6. | Data

* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi

Data Teknis: Tanah

7. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar | Bila ada Bangunan Gedung
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada | pada area/ persil yang akan
area/persil yang akan dibangun dibangun

8. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah

Data Teknis: Prasarana

9. |

Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN FUNGSI CAMPURAN

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | Bila dibutuhkan
S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
7. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk Dalam hal Bangunan
fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor | Gedung adalah fungsi
Wilayah Kementerian Agama keagamaan
9. | Dokumen Pertelaan Dalam hal bangunan
gedung terdiri dari Satuan
Unit Bangunan Gedung
(SUBG) dan/ atau Satuan
Unit Rumah Susun
(Sarusun) yang dapat

dimiliki lebih dari 1 (satu)

orang atau Badan Hukum.
**

Data Teknis: Tanah

10. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar | Bila ada Bangunan Gedung
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada | pada area/ persil yang akan
area/persil yang akan dibangun dibangun

11. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan

Tanah untuk bangunan sederhana

Data Teknis: Arsitektur

12. | Konsep Rancangan Arsitektur

13. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

14. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang
Luar

15. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

Data Teknis: Struktur

16.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi,
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya

1. Dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka dilengkapi
gambar rencana tangga
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dan gambar rencana plat
lantai.
2. Gambar
(bila ada)
3. Gambar basemen
ada)

dinding geser

(bila

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19. | Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau Horizontal)
20. | Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang | Bila disyaratkan
berdampak pada lingkungan sekitar termasuk
gambar detail
21. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang | Khusus untuk energi baru
terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan |terbarukan (renewable
pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan | energy), bila disyaratkan
khusus (special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)
22. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Penangkal/ Proteksi Petir
23. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Komunikasi Internal &External, sistem data
(IT)
24. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
tata suara/ tata suara evakuasi
25. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
kontrol otomatisasi (Building automation system)
26. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
keamanan (security system) dan kontrol akses (access
control)
27. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk sistem
Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan | pengelolaan B3, bila
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, | disyaratkan
Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3
28. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Bila disyaratkan
Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke
extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran
29. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail | Khusus untuk fire alarm,
Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) | bila disyaratkan
yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
30. | Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail | Bila disyaratkan
sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata
udara gedung
31. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
gondola
32. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas | Bila disyaratkan
medis dan gas bakar
33. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem | Bila disyaratkan
informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan
lainnva
34. | Perhitungan teknis dan gambar rencana detail | Bila disyaratkan
pneumatic tube
35. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik

material/ bahan yang digunakan secara lebih detail
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dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,

elektrikal, dan plambing)

36. | Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak

37. | Perhitungan dan rencana teknispencapaian efisiensi
energi

38. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi
air

39. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah

40. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air
limbah

41. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon

42. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan
perkiraan siklus hidup BGH

43. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan

44. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/ atau

data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja
konstruksi di bidang bangunan Gedung yang
memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

Bangunan Gedung dengan

kategori sebagai berikut

wajib menyampaikan

dokumen tambahan BGH

yang melibatkan Tenaga

Ahli BGH

* Bangunan gedung kelas 4
dan 5 di atas empat lantai
dengan luas min50.000
m2

* Bangunangedung kelas 6,
7 dan 8 di atas empat
lantai dengan luas lantai
min 5.000 m2

* Bangunan gedung kelas
9a dengan luas di atas
20.000 m2

* Bangunan gedung dan
BGN kelas 9b dengan luas
di atas10.000 m?2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan
bangunan Gedung hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
** Minimal Berisi:

gambar yang menunjukkan bagian bersama;
gambar yang menunjukkan benda bersama;

gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/ atau sarusun

fungsi campuran; dan
perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

A. KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

EKSISTING (TEKNIS)

No

| Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik | Dalam hal pemilik tanah
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) | Bila dibutuhkan
S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
7. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk Dalam hal Bangunan
fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor | Gedung adalah fungsi
Wilayah Kementerian Agama keagamaan
9. | Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah memiliki
10. | PBG disertai dengan bukti bayar retribusi Apabila sudah memiliki

PBG sebelumnya

Data Teknis: Arsitektur

11. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung
12. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

Data Teknis: Struktur

13. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, | 1. Dalam hal bangunan
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka gedung lebih dari 1
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya lantai maka dilengkapi

gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding geser
(bila ada)

3. Gambar basemen (bila
ada)

14. | Gambar Detail Struktur

15. | Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan

spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen struktural)
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Data Teknis: Gedung Eksisting

16. | Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan | dilaksanakan secara visual
Gedung dan dengan metode
pemeriksaan non-
destruktif terhadap seluruh
komponen bangunan
gedung. Dalam hal
terdapat indikasi penting,
pemeriksaan dapat
dilanjutkan dengan metode
destruktif
17. | Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Hanya wuntuk bangunan
gedung kepentingan umum
18. | gambar bangunan gedung terbangun (as built | untuk komponen bangunan
drawing) yang tampak. Untuk
komponen bangunan yang
tidak tampak diwakili
dengan pemeriksaan non
destruktif
19. | Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis | apabila masih tersedia
saat pembangunan gedung
20. | Gambar Detail Struktur terbangun apabila masih tersedia
21. | Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
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B. KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING (ADMINISTRATIF)

Ketentuan Penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting

No | Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum

1. | Informasi KTP/ KITAS*

2. | Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung

3. | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi

Ketentuan Percetakan Dokumen yang Hilang

No | Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum

1. | Informasi KTP/ KITAS*

2. | Data Bangunan

3. | Data pemilik

Ketentuan Percetakan Peralihan Hak SBKBG

No | Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum

1. | Informasi KTP/ KITAS*

Dokumen SBKBG

2
3. | Informasi pemilik baru
4

Akta Jual Beli Dalam hal SBKBG diperoleh
dari jual beli
S. | Surat keterangan waris Dalam hal SBKBG diperoleh

dari pewarisan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
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C. KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING (BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA)

No | Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum
1. | Informasi KTP/ KITAS*
2. | Informasi KRK/ KKPR* Bila ada penambahan
Bangunan Gedung baru
3. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
4. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
S. | Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah memiliki
6. | PBG disertai dengan bukti bayar retribusi Apabila sudah memiliki

PBG sebelumnya

Data Teknis: Arsitektur

7. | Konsep Rancangan Pemanfaatan/  Pelestarian | Sesuai Ketentuan
Arsitektur pelestarian BGCB

8. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

9. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan | Sesuai Ketentuan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik | pelestarian BGCB
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

10. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan Untuk

memastikan konektivitas

yang baik antara drainase
Bangunan Gedung terhadap

drainase lingkungan/
perkotaan
Data Teknis: Struktur
11. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, | Sesuai Ketentuan
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka | pelestarian BGCB dan
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya keandalannya
1. Dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka dilengkapi
gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.
2. Gambar dinding geser
(bila ada)
3. Gambar basemen (bila
ada)
12. | Gambar Detail Struktur
13. | Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan | Sesuai Ketentuan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik | pelestarian BGCB dan
material/bahan yang digunakan secara lebih detail | keandalannya
dan menyeluruh untuk komponen struktural)
14. | Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan | dilaksanakan secara visual

Gedung

dan dengan metode
pemeriksaan non-
destruktif terhadap seluruh
komponen bangunan
gedung. Dalam hal
terdapat indikasi penting,

pemeriksaan dapat

dilanjutkan dengan metode
destruktif bila disyaratkan
oleh TPA sesuai ketentuan
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15.

Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

Hanya untuk bangunan
gedung kepentingan umum

16.

gambar bangunan gedung terbangun (as built
drawing)

euntuk komponen
bangunan yangterlihat

e Untuk komponen
bangunan yang tidak
terlihat diwakili dengan
pemeriksaan non
destruktif

17.

Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis
saat pembangunan gedung

eHanya wuntuk bangunan
gedung kepentingan
umum

e apabila tidak ada, dapat
difasilitasi pemerintah
sesuai penetapannya

18.

Gambar Detail Struktur terbangun

eHanya wuntuk bangunan
gedung kepentingan
umum

eapabila tidak ada, dapat
difasilitasi pemerintah
sesuai penetapannya

19.

Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN MENGUBAH, MEMPERLUAS,
MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG

No|

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/ KITAS*

2. | Informasi KRK/ KKPR*
3. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
4. | Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah memiliki
5. | Data
* Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha
atau perseorangan
* Arsitek berlisensi
6. | Dokumen Pertelaan Dalam hal bangunan
gedung terdiri dari Satuan
Unit Bangunan Gedung
(SUBG) dan/ atau Satuan
Unit Rumah Susun

(Sarusun) yang dapat
dimiliki lebih dari 1 (satu)
orang atau Badan
Hukum.**

Dalam hal diperlukan

Data Teknis: Tanah

7. | Hasil Penyelidikan Tanah Dalam hal penambahan
jumlah lantai

8. | Gambar dan Uraian Bangunan Gedung terbangun | Dalam hal perluasan

pada area/ persil secara sederhana bangunan

Data Teknis: Arsitektur

9. | Konsep perubahan bangun gedung dari sisi

Arsitektur
10. | Gambar perubahan Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung
11. | Gambar perubahan Rencana Tata Ruang Dalam dan
Tata Ruang Luar
12. | Perubahan Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi | kecuali untuk bangunan
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan | gedung sederhana
karakteristik material/bahan yang digunakan secara
lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

13. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan Untuk
memastikan konektivitas
yang baik antara drainase
Bangunan Gedung terhadap
drainase lingkungan/
perkotaan.

14. | Perubahan arsitektur bangunan gedung eksisting | kecuali untuk bangunan

oleh perencana konstruksi
struktur

berdasarkan kajian

gedung sederhana

Data Teknis: Struktur
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15. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, | 1. Dalam hal bangunan
Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka gedung lebih dari 1
Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya lantai maka dilengkapi

gambar rencana tangga
dan gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding geser
(bila ada)

3. Gambar basemen (bila
ada)

Dimintakan apabila

terdapat perubahan

Struktur Bangunan

16. | Gambar Detail Struktur perubahan Dimintakan apabila

terdapat perubahan

Struktur Bangunan

17. | Perubahan Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi | Dimintakan apabila
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan | terdapat perubahan
karakteristik material/bahan yang digunakan secara | Struktur Bangunan
lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
struktural)

18. | perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh | Dimintakan apabila
perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur terdapat perubahan

Struktur Bangunan

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19. | Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem Transportasi (Vertikal dan/ atau
Horizontal) Dimintakan apabila

terdapat perubahan MEP
Bangunan

20. | Perubahan Perhitungan tingkat kebisingan dan | bila disyaratkan
getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar
termasuk gambar detail Dimintakan apabila

terdapat perubahan MEP
Bangunan

21. | Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana | bila disyaratkan
teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar
sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general | Dimintakan apabila
lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan | terdapat perubahan MEP
energi terbarukan (renewable energy) Bangunan

22. | Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem Penangkal / Proteksi Petir

Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan

23. | Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar | bila disyaratkan
rencana detail sistem Komunikasi Internal dan
External, sistem data (IT) Dimintakan apabila

terdapat perubahan MEP
Bangunan

24. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan

detail sistem tata suara/ tata suara evakuasi
Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan

25. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem kontrol otomatisasi (Building automation
system) Dimintakan apabila

terdapat perubahan MEP
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Bangunan
26. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem keamanan (security system) dan kontrol
akses (access control) Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
27. | Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana | Khusus untuk sistem
detail Sistem Sanitasi Plam bing Yang Terdiri | pengelolaan B3, bila
Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, | disyaratkan
Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan
limbah B3 Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
28. | Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana | bila disyaratkan
detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler,
smoke extractor, dan presurrized fan) yang | Dimintakan apabila
disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran. terdapat perubahan MEP
Bangunan
29. | Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana | Khusus untuk fire alarm,
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan | bila disyaratkan
APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko
kebakaran Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
30. | Perubahan Teknis dan Gambar rencana detail tata | bila disyaratkan
udara gedung
Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
31. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem gondola
Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
32. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail gas medis dan gas bakar
Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
33. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail sistem informasi manajemen antara lain rumah
sakit; dan lainnya Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
34. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana | bila disyaratkan
detail pneumatic tube
Dimintakan apabila
terdapat perubahan MEP
Bangunan
35. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)
36. | perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh

perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait

** Minimal Berisi:

diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
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gambar yang menunjukkan bagian bersama

gambar yang menunjukkan benda bersama

gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi
campuran

perhitungan NPP bagi Rumah Susun

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KETENTUAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN
PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

No|

Ketentuan Dokumen

Bangunan Gedung Secara Umum

1.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, meliputi:

a. identifikasi struktur bangunan yang akan dibongkar termasuk dampaknya
terhadap lingkungan

b. penetapan metode pembongkaran

c. prosedur pelaksanaan pembongkaran yang mempertimbangkan pemenuhan
(SMKK)

d. jadwal kerja pelaksanaan pembongkaran

2. | Data Penyedia Jasa dan Tenaga Ahli Pembongkaran Bangunan Gedung
3. | Rencana Pengamanan Lingkungan (eksistensi Zat B3)
4. | Pengolahan Limbah Hasil Pembongkaran Bangunan Gedung
S. | Surat pernyataan penonaktifan seluruh utilitas (kecuali utilitas yang benar
dibutuhkan)
Ketentuan Dokumen Tambahan untuk Pembongkaran
No | Ketentuan Dokumen

Bangunan Gedung Fungsi Khusus

1.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA Pusat

Bangunan Gedung Cagar Budaya

2.

Surat Ketetapan Pencabutan Status sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya

3.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA yang
melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya

Bangunan Gedung Hijau

4.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA yang
melibatkan tenaga ahli BGH

Bangunan Gedung Negara

Analisis biaya pembongkaran BGN

Surat persetujuan pemusnahan BMN berupa BGN

N o

Dokumen Pendanaan

BUPATI SUKOHARJO,
Ttd.

ETIK SURYANI
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Ret

ribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas

layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PSG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi
Nilai retribusi (Nr) : LLt x (llo x SHST) X1t X Ibg
LLt : (LLi + LBi)
It 1f <1 (bp x Ip) x Fm
LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum

Ilo

It
LLi
LBi
If
bp
Ip
Fm

Ket
a.

Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga
Satuan Bangunan Gedung Negara).

: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali
terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

: Indeks Terintegrasi lbg: Indeks BG Terbangun

: Luas Lantai ke-i

: Luas Basemen ke-i

: Indeks Fungsi

: bobot parameter

: Indeks parameter

: Faktor kepemilikan

erangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST
untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan
untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik
pemerintah dan bukan milik pemerintah).

. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat

langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga
Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat
diunduh di SIMBG.pu.go.id.
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Tabel XIII.1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi

Indeks
Fungsi

(Ify

Klasifikasi

Bobot
Parameter

(bp)

Parameter

Indeks
Parameter

(Ip)

Usaha

0,7

Kompleksitas

0,3

a. Sederhana
b. Tidak
Sederhana

1
2

Usaha
(UMKM-
Prototipe)

0,5

Permanensi

0,2

a. Non Permanen
b. Permanen

Hunian

a.<100 m2
dan <2
lantai

0,15

Ketinggian

b. >100m?2
dan >2
lantai

0,17

Keagamaan

Fungsi
Khusus

0,5

*) Mengikuti Tabel
Koefisien Jumlah
Lantai

*) Mengikuti
Tabel
Koefisien
Jumlah
Lantai

Sosial
Budaya

0,3

Ganda/
Campuran
a. Luas
<500m?2
dan <2
lantai

0,6

b. Luas
>500 m2
dan >2
lantai

0,8

Faktor Kepemilikan (Fm)

a. Negara
b. Perorangan/ Badan

Usaha

0
1

Tabel XIII.2. Indeks Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan

Indeks BG Terbangun

Bangunan Gedung Baru

1

Rehabilitasi IRenovasi BG
a. Sedang
b. Berat

0,45 X
0,65 X

50%= 0,225
50%= 0,325

Pelestarian I[Pemugaran
a. Pratama
b. Madya
c. Utama

0,65 X
0,45 X
0,30 X

50%= 0,325
50% = 0,225
50%= 0,150
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Tabel XIII.3. Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Koefisien
Jumlah Lantai Jumlah Lantai Lantai Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686
Basemen 3 lapis 1,393 32 1,695
Basemen 2 lapis 1,299 33 1,704
Basemen 1 lapis 1,197 34 1,713
1 1 35 1,722
2 1,090 36 1,730
3 1,120 37 1,738
4 1,135 38 1,746
5 1,162 39 1,754
6 1,197 40 1,761
7 1,236 41 1,768
8 1,265 42 1,775
9 1,299 43 1,782
10 1,333 44 1,789
11 1,364 45 1,795
12 1,393 46 1,801
13 1,420 47 1,807
14 1,445 48 1,813
15 1,468 49 1,818
16 1,489 50 1,823
17 1,508 51 1,828
18 1,525 52 1,833
19 1,541 53 1,837
20 1,556 54 1,841
21 1,570 55 1,845
22 1,584 56 1,849
23 1,597 57 1,853
24 1,610 58 1,856
25 1,622 59 1,859
26 1,634 60 1,862
27 1,645 60+(n) 1,862+0,003 (n)
28 1,656
29 1,666
30 1,676
Keterangan:
a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
c. Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau
lapis basemen pada bangunan gedung;
d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;

Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
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Koefisien Ketinggian BG = () (LLi X KL)) + ) (LBi1 X KB))
(> LLi + Y LBI)

LLi :Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai
LBi :Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

2. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan

Gedung
a. Fungsi Hunian
Rumah Indeks 0,30x1 =0,30 Kompleksitas : sederhana
Tinggal Fungsi 0,20x2,00 =0,40 Permanensi ! permanen
0,15 0,50x 1,00 =0,50 Ketinggian : 1 lantai
> (bp x Ip) 1,20 Kepemilikan : perorangan

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,15x1,2x 1 =0,18
b. Fungsi Keagamaan

Masjid Indeks 0,30x2,00 =0,60 Kompleksitas : tidak sederhana
Fungsi 0,20x2,00 =0,40 Permanensi : permanen
0,0 0,50x1,09 =0,50 Ketinggian : 2 lantai
> (bp x Ip) 1,545 Kepemilikan : perorangan

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0x 1,545x1=0
c. Fungsi Usaha

Mall Indeks 0,30x2,00 =0,60 Kompleksitas : tidak sederhana
Fungsi 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi : permanen
1 0,50 X = Ketinggian : 8 lantai
1,265 0,6325
> (bp x Ip) Kepemilikan : badan usaha
1,6325

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,6325 x 1 =1,6325

3. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = V x | x Ibg x HSpbg

\Y : Volume
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung
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Tabel XIII.4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

PEMBANGUNAN RUSAK BERAT/PEKERJAAN | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN
No JENIS BANGUNAN SATUAN BARU KONSTRUKSI SEBESAR 65% | KONSTRUKSI SEBESAR 45%
: PRASARANA DARI BANGUNAN GEDUNG DARI BANGUNAN GEDUNG
Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6 7
1. | Konstruksi Pagar m! 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
pembatas Tanggul/ m! 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penahan/ retaining wall
pengaman Turap batas m! 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
kaveling/
persil
2. | Konstruksi Gapura m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penanda masuk | Gerbang m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
lokasi
3. | Konstruksi Jalan m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
perkerasan Lapangan m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
upacara
Lapangan m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
olahraga
terbuka
4. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
perkerasan
aspal, beton
5. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
perkerasan
grassblock
6. | Konstruksi Jembatan m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penghubung Box culvert m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
7. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penghubung
(jembatan antar
gedung)
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8. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penghubung
(jembatan
penyebrangan
orang/barang)
9. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penghubung
(jembatan
bawah
tanah/underpa
Ss)
10. | Konstruksi Kolam m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
kolam/ renang
reservoir bawah | Kolam m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
tanah pengolahan
air reservoir
di bawah
tanah
11. | Konstruksi m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
septic tank,
sumur resapan
12. | Konstruksi Menara Per 5 m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
menara reservoir
Cerobong Per 5 m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
13. | Konstruksi Per 5 m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
menara air
14. | Konstruksi Tugu Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
monument Patung Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
Di dalam Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
persil
Di luar persil | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
15. | Konstruksi Instalasi Unit (luas 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
instalasi/ gardu | listrik maksimum 10 m?2),

listrik

apabila unit lebih
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dari 10 m?2
dikenakan biaya
tambahan per m?

Instalasi Unit (luas 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
telepon/ maksimum 10 m?2),
komunikasi apabila unit lebih
dari 10 m?2
dikenakan biaya
tambahan per m?
Instalasi Unit (luas 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
pengolahan maksimum 10 m?2),
apabila unit lebih
dari 10 m?2
dikenakan biaya
tambahan per m?
16. | Konstruksi Billboard Unit dan 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
reklame/ papan | papan iklan penambahannya
nama Papan nama | Unit dan 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
(berdiri penambahannya
sendiri atau
berupa
tembok
pagar)
17. | Fondasi mesin Unit mesin 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
(di luar
bangunan)
18. | Konstruksi Unit (tinggi 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
menara televisi maksimal 100 m,
selebihnya dihitung
kelipatannya)
19. | Konstruksi 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
antena radio
1) Standing
tower dengan | Ketinggian [ 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50%
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konstruksi 3-4 | 25-50m

kaki Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
51-75m
Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
76-100 m
Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
101-125 m
Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
126-150 m
Ketinggian di 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
atas 150 m

2) Sistem guy

wire/ bentang Ketinggian O- 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%

kawat 50 m
Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
51-75m
Ketinggian 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
76-100 m
Ketinggian di 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
atas 100 m

20. | Konstruksi

antenna (tower | Menara bersama

telekomunikasi) | a) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
kurang dari
25 m
b) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
25-50 m
c) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
di atas 50 m
Menara 0,65 x 50% 0,45 x 50%
mandiri
a) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%

kurang dari
25 m
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b) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
25-50 m
c) Ketinggian | Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
di atas 50 m
21. | Tangki tanam Unit 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
bahan bakar
22. | Pekerjaan
drainase (dalam | 1) Saluran ml 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
persil) 2) Kolam m?2 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
tampung
23. | Konstruksi ms3 1,00 0,65 x 50% 0,45 x 50%
penyimpanan
silo
Keterangan :

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI



